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(2) Pengangkatan dan pembinaan karier pegawai UIII

berstatus pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5O

(1) Rekrutmen pegawai UIII berstatus nonpegawai

negeri sipil dilaksanakan oleh UIII dengan usulan
Fakultas berdasarkan analisis kebutuhan, analisis
jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu
rencana pengembangan sumber daya manusia.

(2) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pembinaan
karier pegawai UIII berstatus nonpegawai negeri sipil
diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 51

(1) Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga

administrasi, tenaga fungsional, dan tenaga
pelaksana yang bekerja pada UIII sesuai dengan

kebutuhan.
(2) Posisi jabatan yang bersifat karier diutamakan

untuk dijabat oleh Tenaga Kependidikan yang

memenuhi kualifikasi yang diperlukan.
(3) Ketentuan mengenai kualifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Rektor.

Pasal 52

(1) UIII wajib membangun dan mengembangkan sistem

kepegawaian nonpegawai negeri sipil yang meliputi
manajemen dan kelembagaan kepegawaian.

(2) Sistem kepegawaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bersifat terbuka, berbasis kinerja, tanpa
membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.

(3) Ketentuan
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kepegawaian

diatur dengan Peraturan Rektor berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Pegawai negeri sipil yang berasal dari
kementerian/lembaga lain dapat diterima sebagai

Dosen UIII sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pembinaan karier fungsional Dosen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UIII sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

(1) Pegawai UIII berstatus pegawai negeri sipil
mempunyai hak untuk memperoleh gaji, jaminan

pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan

perlindungan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2\ Pegawai UIII berstatus nonpegawai negeri sipil
mempunyai hak untuk memperoleh gaji dan
jaminan perlindungan.

(3) Selain hak pegawai UIII sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), pegawai UIII dapat
memperoleh penghasilan lain.

(4) Ketentuan mengenai gaji dan jaminan perlindungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 55

(1) Batas usia pensiun bagi pegawai UIII berstatus
pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Batas
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(2) Batas usia pensiun bagi Dosen UIII berstatus
nonpegawai negeri sipil disetarakan dengan batas

usia pensiun Dosen UIII berstatus pegawai negeri

sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(3) Batas usia pensiun bagi Tenaga Kependidikan UIII

berstatus nonpegawai negeri sipil terdiri atas:

a. Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan

struktural setara dengan eselon II yaitu 60
(enam puluh) tahun; dan

b. Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan

struktural setara eselon III, eselon IV,

fungsional umum, dan fungsional tertentu yaitu
58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 56

(1) UIII menggunakan tenaga kerja alih daya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang ketenagakerjaan.

(2) Tenaga kerja alih daya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus memenuhi ketentuan pedoman

perilaku sesuai dengan etika UIII.

Pasal 57

(1) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai

pegawai UIII berstatus nonpegawai negeri sipil
berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan

kemampuan.
(2) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dipekerjakan setelah memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan.

(3) Ketentuan



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-28-
(3) Ketentuan mengenai pengangkatan, penjenjangan,

pengelolaan, dan penegakan disiplin tenaga kerja

asing yang dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga

Kependidikan UIII diatur dengan Peraturan Rektor

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

(1) UIII melakukan sistem penjaminan mutu internal
secara konsisten dan berkelanjutan sebagai

pertanggungjawaban kepada pemangku

kepentingan.
(2) Sistem penjaminan mutu internal UIII bertujuan:

a. menjamin setiap layanan akademik kepada

Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar;
b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas

kepada masyarakat khususnya orang tua/wali
Mahasiswa tentang penyelenggaraan

pendidikan sesuai dengan standar; dan

c. mendorong semua pihak/unit di UIII untuk
bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan
pada standar dan secara berkelanjutan
berupaya meningkatkan mutu.

(3) Sistem penjaminan mutu internal UIII dilaksanakan
dengan berpedoman pada prinsip:
a. berorientasi kepada pemangku kepentingan

internal dan eksternal;
b. mengutamakan kebenaran;

c. tanggung jawab sosial;

d. pengembangan
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d. pengembangan kompetensi personal;

e. partisipatif dan kolegial;

f. keseragaman metode; dan

g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara

berkelanjutan.
(4) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal UIII

terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar
mutu dan audit di bidang:

a. pendidikan;
b. penelitian;
c. pengabdian kepada masyarakat; dan
d. kemahasiswaan.

(5) Penerapan sistem penjaminan mutu internal
dikoordinasikan oleh satuan penjaminan mutu.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan
mutu internal, organisasi satuan penjaminan mutu,
dan mekanisme penerapannya diatur dengan

Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Pengawasan Penjaminan Mutu Internal

Pasal 59

(1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan

ketentuan akademik di UIII dilakukan oleh SA.

(2) Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan

evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk
akuntabilitas kegiatan akademik UIII.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan terhadap:

a. hasil belajar Mahasiswa, untuk memantau
proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar
secara berkesinambungan; dan

b. Program


